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KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 241 /MeT'kes/SK/11/2008 

TENTANG 
CENTRAL PROJECT COORDINATION UNIT (CPCU) 

DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT I DHS-1 PROJECT 
(PROYEK DESENTRALISASI PELA~ANAN KESEHATAN) 

DAN 
UNIT IMPLEMENTASI 

PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT 
(CENTRAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT /CPIU, 

SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT/DHS-2) 

MENTER! KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA 

a. Bai1wa untuk melaksanakan ketentuan pada article VI section 6 point 6.01 Loan 
Agreement No. L.A. ADB No. 1810-INO untuk Decentralized Health Services Project 
(DHS1), Loan Agreement No. 2074 - INO dan Loan Agreement No. 2075 - INO 
Second Decentralized Healtl1 Services Project (DHS2) perlu dibentuk unit pengelolaan 
proyek. 

b. Bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri dan 
luar negeri salah satu dukungan pembiayaan keuangan adalah Proyek Desentralisasi 
Pelayanan Kesehatan (DHS-1) yang merupakan pinjaman dari Bank Pembangunan 
Asia (ADB) satu yang dilaksanakan di delapan (8) provinsi, yaitu: Nanggroe Aceh 
Darussalam, Bali, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
dan Sulawesi Tenggara, dan Proyek DHS~2 yang dilaksanakan di sembilan (9) propinsi 
wilayah proyek, yaitu : Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, 
Kal imantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat dan Gorontalo; dan meliputi kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor 
yai tu Keset1atan & BKKBN. 

' c. Bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan proyek DHS-1 & DHS-2 agar efektif dan 
efisien perlu ditetapkan Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health 
Services Project (DH S-1) dan Central Project Implementation Unit /CPIU Second 
Decentralized Health Services Project/DHS-2 

1. Undang-undang No. 23 tahun 1 ~92 tentang Kesehatan; 

2. Undang-undang No. 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah No. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemel'intahan 
Dc.erah Kabupaten/Kota. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1575/Menkes/PERIXI/2005 
Tahun 20051entang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 
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6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar 
Negeri; 

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
191/MENK::S/SK/11 1/2006, tentang Unit lmplementasi Proyek Desentralisasi 
Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU); 

8. Sural Keputusan Menteri Kesehatan No. 841/Menkes/SK/X/2006 Tahun 2006 tentang 
Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project/DHS 
Project (Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan) 

9. Sural Keputusan Menteri Kesehatan No. 1104/Menkes/SK/IX/2007 Tahun 2007 
tentang Unit lmplementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat 
Pusat (Central Project Implementation UniUCPIU, Second Decentralized Health 
Services Project) 

1. Sural Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 994/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk 
teknis penugasan Pegawai Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan sebagai tenaga 
konsultan dan tenaga pendukung 

.. 
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 090/MENKES/SK/11/2006 tentang Penetapan 

perubahan manajemen· Proyek Pinjaman dan Hi bah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat 
Jenderal. 

3. Loan Agreement (Special Operation) Decentralized Health Services Project antara 
pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, tanggal17 November 2000 

4. Report and Recommendation of the President Nomor INO 34007 

5. Sural ADB tanggal 31 Juli 2006 tentang Persetujuan Perpanjangan Proyek DHS1. 

6. ADB Aide Memoire, Loan 1810 (SF)-INO: Decentralized Health Services Project, Loan 
Revie1.1;1 Mission ( 31 July - 8 August 2006 ), para 52, 53 dan 54 

7. Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan adalah proyek pembangunan kesehatan 
pinjaman dari Bank Pembangunan Asia di Provinsi NAD, Bali, Bengkulu, Bali , Riau, 
Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, yang 
oertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola dan menjamin 
ketersed iaan dan akses pclayanan kesehatan yang berkualitas dan keluarga berencana, 
utamanya bagi penduduk miskin, guna memfas il itasi terjadinya transisi organisasi dan 
manajemen pelayanan kesehatan yang mulus dari pusat ke daerah. 

8. Loan Agreement (Ordinary Operations) No. 2074 - INO dan Loan Agreement (Special 
Operation) No. 2075 - ~ ~~0 Second Decentralized Health Services Project, antara 
Pernerintah Indonesia dengan Asian Development Bank, tanggal 16 Desember 2004; 

9. .C?eport and Recommendatron to the President Nomor IN0-34149; 
1 0. Asian Development Bank - Memorandum of Understanding, Second Decentralized Health 

Services Project (Loan 207 412075 - !NO .Mid Term Review Mission of October/November 
2007 

MEMUTUSKAN 

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Central Project Coordination Unit (CPCU) 
Decentralized Health Services Project (DHS-1) dan Central Project Implementation 
Unil/CPIU Second Decentralized Health Services Projecl/DHS-2 
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Menetapkan unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Pusat (CPCU) yang 
terdiri dari: 

a. Direktur Proyek 

b. Deputi Direktur Proyek 

c. Mar,ajer Proyek Pusat 

d. Deputi Manajer Proyek 

e. Komite Pengarah Nasional (National Steering Commitee) &· Komite Pengarah Teknis 

Pusat (Central Technical Steering Committee) 

f. Tim Review Tekrds Pusat 

g. Sekretaria t Proyek Pusat 

h. Sub Sekretariat Proyek Pusat/BKKBN 

Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab unit koordinasi Proyek Desentralisasi 
Pelayanan Keseh .... tan Tlngkat Pusat (CPCU/CPIU) seperti tercantum dalam Lampiran 1 
keputusan ini. 

Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat secara berkala 
malaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Departemen Kesehatan; 

Ketentuan manajer.1en Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan ditingkat 
Pusat dan Struktur Organis2si adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan 3 
keputusan ini; 

Peiaksana Manajerial Sub-Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II BKKBN 
ditetapkan melalui Sural Keputusan Sekretaris Utama BKKBN; 

Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat 
akan ditetapkan melalui Sural Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 
Departemen Kesehatan; 

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek di provms1 dan 
kabupaten/kota diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota; 

Dengan dikeluarkannya kepu tusan ini, maka keputusan terdahulu tentang Central Project 
Coordination Unit (CPCU) Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan 
No. 841/Menkes/SK/X/20C6 tanggal 18 Oktober 2006 dan SK No. 11 04/Menkes/SK/IX/2007 
tanggal 26 September 2007 tentang Unit lmplementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan 
Kesel1at;:m II Tingkat Pusat, dinyatakan tidak berlaku; 
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Kesepuluh f':sputusan ini mulai berlaku bersamaan dengan persetujuan perpanjangan Proyek DHS, 
dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeli ruan; 

Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Menteri Keuangan R.l di .Jakarta; 
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jak2rta; 
3. Kepala BKKBN; 
4. Kepala Bappenas di Jakarta; 

' 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Jakarta 

10 Maret 2008 

5. Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal, Para Oirektur Jenderal dan Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta; 
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Oepkeu di Jakarta; 
7. Direktur Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu di Jakarta; 
8. Direktur Jenderal Pemda & Direktur Jenderal Bangda, Depdagri & Otda di Jakarta; 
9. Para Gubernur Provinsi NAG, Bali , Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulu t, Sulteng, Sultra; 
10. Para Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo " 
11. Asian Development Bank; di Manila; 
12. Direktur Dana Luar Negeri; Ditjen Anggaran; Ditjen Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta; 
13. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lokasi Proyek; 
14. Para Bupati/Walikota iokasi Proyek; 
15. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupa ten/Kota lokasi Proyek; 
16. Yang bersangkutan untuk diketahui can dilaksanakan; 
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Lampiran I 

Nomor 

Tanggal 

Keputusan Menteri Kesehatan Rl 

241/Menkes/SK/11/2008 

1 0 Maret 2008 

SUSUNAN UNIT KOOROINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN 
TINGKAT PUSAT 

1. Project Director 

2. Deputy of Project Director 

3. Project Manager 

4. Deputy of Project Manager 

5. Executive Secretary for CPCU 

6. Sub Pelaksana Proyek 

Tingkat Pusat BKKBN 

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 

Dr. Budihardja, DTM & H, MPH 

Deputi Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi, BKKBN 

Dr. Siswanto A. Wi lopo, SU. MSc, Sc.D 

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 

Dr. Edi Suranto, MPH 

Direktur Remaja & Perlindungan Hak-hak Reproduksi, BKKBN 

Drs. M. Masri Muadz, Msc. 

Sekretaris Eksekutif 

lsti Ratnaningsi h, MA 

Sekreiaris Eksekutif BKKBN 

(Ditetapkan dengan SK Kepala BKKBN) 

7. Komite Pengarah Nasional (National Steering Commit~ee) : 

a. Chairman Nina Sardjunan i, MA 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS 

b. Vice Chairman 1. Dr. Budihardja, DTM & H, MPH 

Direktur Jenderal Bin a Kesehatan Masyarakat, Depkes Rl 

2. Dr. Siswanto A. Wilopo, SU. MSc, Sc.D 

Deputi Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi, BKKBN 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Rl 

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 

'. 

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Direktur Jenderal Bina Kefarmasicn dan Alat Kesehatan 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen 

Dalam Negeri 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan 

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen 

Keuangan 

I 0. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS 

11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 

Desentralisasi 

12. Deputi Bidang lnformasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, 

BKKBN 

8. Komite Pengarah Teknis Pusat (Technical Steering Committee) 

a. Chairman 

b. Vice Chairman 

c. Member 

DR. Arum Atmawikarta 

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS 

Dr. Edi Suranto, MPH 

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 

1. Direktur Bir.a Kesehatan lbu 

2. Direktur Bina Kesehatan Anak 

3. Direktur Bina Kesehatan Komunitas 

4. Direktur Bina Gizi Masyarakat 

5. Diiektur Bina Pelayanan Medik Dasar 

6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Departemen Kesehatan 

7. Direktur Survei lans Epidemiologi, lmunisasi dan Kesehatan Matra 

8. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 

9. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung 

1 0. Direktur Bin a Kesehatan Kerja 
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11 . Kepala Biro Keuangan Departemen Kesehatan 

12. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 

13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistim dan Kebijakan 

Kesehatan 

14. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Oaya Manusia Kesehatan 

15. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

16. Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, DJPB, Oepkeu 

"17. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJAPK, Depkeu 

18. Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Departemen Dalam Negeri 

19. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS 

20. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN 

21. Kepala Pusat Data dan lnformasi 

22. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan 

23. Kepala Pusat Promosi Kesehatan 

24 . Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

25. Direktur Remaja & Perlindungan Hak- hak Reproduksi, BKKBN 

26. Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN 

27. Direktur Advokasi and KIE, BKKBN 

28. Kepala Pusat Pelatihan Tenaga Program, BKKBN 

29. Kepala Pusat Pelatihan International dan Kerjasama Luar Negeri, BKKBN 

30. Direktur Kelangsungan Hidup lbu, Bayi dan Anak, BKKBN 

9. Tim Review Teknis Pusat (Central Technical Review Team) 

a. Chairman 

b. Vice Chairman 

c. Secretary 

d. Member 

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes 
Direktur Bina Kesehatan Kerja 

dr. Edi Suran to, MPH 
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 

1. Imam Subekti, MPS, MPH (Biro Perencanaan dan Anggaran) 
2. Dr. Lucas C. Hermawan, M.Kes (Direktorat Bina Kesehatan lbu) 
3. Dedi Darmadji, SE, MPM (Dit. Pemaduan Kebiajakan Program', BKKBN) 

1. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes (Kepala Bidang KPS, Pusat Promosi Kesehatan) 

2. Ora. Zuraida, SKM, MPH (Pusat Promosi Kesehatan) 

3. Dr. Kuwat Sri ~udoyo, MS (Kepala Bagian Program & lnformasi, Setditjen Binkesmas) 

4. Drg. Grace L.ovita Tewu, M.Sc (Kasubbag Evaluasi & Pelaporan, Setditjen Binkesmas) 

5. Ora. Sri Nurwati (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) 



8. Sekretaris Eksekutif/Executive Secretary : 
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a. Membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek. 

b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungdn koordinasi yang di!)erlukan 
antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantu an dan instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain 
terkait. 

c. Membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan 
· penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota. 

d. Membantu Manajer Proyek dalarn melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk 
proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksanaan proyek di Pusat dan provinsi. 

e. Membantu Manajer Proyek untuk memF.Jstikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan 
penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank 
Pembangunan Asia (ADB). 

f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan l<oordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan 
dana yang diperluk3n proyek tersecia dalam jumlah yang memadai. 

g. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek. 

h. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan t~.:gas sekretariat proyek Pusat. 

9. Sekretaris Eksekutif Sub Unit BI<KBN/ Executive Secretary of BKKBN Sub Unit : 

a. Membantu Manajer P1oyek dan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas khususnya 
dalam bidang administrasi proyek yang terkai t dengan kegiatan dilingkungan BKKBN.· 

b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan 
antara manc.jemen tingkat Pusat, tingkat Provinsi, pemberi bantuan dan instansi dan pihak-pihak lain terkait. 

c. Membantu Manajer Proyek dalam memberi bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung 
jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota. 

d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervise, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, tersebut 
proses pengadaaan barang dan jasa serta seleksr konsultan kepada pelaksana proyek di Pusat dan Provinsi. 

e. Membantu Manajer P~oyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan 
penyampaian pelaporan pelaksana kegiatan proyek, penyerapan dana luar negeri ke Bank Pernbangunan Asia 
(ADS). 

f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan 
dana yang diperluakn proyek tersedia dalam jumlah yang memadai. 

g. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek di BKKBN. 
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Nomor 
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: Keputusan Menteri Kesehatan Rl 

241/Menkes/SK/11/2008 

1 0 Maret 2008 

KETENTUAN MANAJEMEN 
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN 

TINGKAT PUSAT (CPCU/PCIU) 

1. Manajeman di tingkat Pusat 

Decentralized Health Services Project adalah proyek bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan Rl. Direktur Proyek adalah Direktur Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. Manajer Proyek adalah Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat yang didukung oleh Sekreta ri at Proyek. Sekretariat Proyek dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang. beke~a 
penLth dan bertanggung jawab atas ke lancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut penggunaan dana 
pinjaman. Sekretaris Eksekuti; dibantu oleh Sekretaris Eksekutif sub unit BKKBN yang bertugas untuk memberikan 
bantuan kepada unit Pelaksana Prcyek di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya kegiatan yang terkait dengan BKKBN. 
Kedudukan Sekretaris Eksekuti f berada dibawah Manajer Proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif 
dibantu oleh beberapa staf dan ber1ugas untuk mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Program, Keuangan, 
Pengadaan Barang dan Jasa, lvbnitoring I Evaluasi dan Administrasi. 

Untuk memberikan masukan dan saran mengenai arah kebijakan serta koordinasi lintas sector pelaksanaan kegiatan 
proyek kepada Direktur Proyek, dibentuk "Steering Committee" (Tim Pengarah) yang terdiri dari perwakilan lintas sector 
terkait. 

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan keg iatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibantu Tim Review 
Teknis Pusat yang terdiri dari perwCJkilan unit/program terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim 
Review Teknis Pusat dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

2. Manajemen ditingkat Provinsi 

Secara umum dibentuk organisasi yang disebut Unit koordinasi dan pelaksana provinsi (Project Coordination and 
lmplemantation Unit/PCIU) dipirr.pin oleh Ke tua Bappeda sebagai Direktur Proyek, dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan 
sebagai Manajer Proyek. Untuk keg 1atan administrasi dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris 
Eksekutif yang bekerja purna waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek. Dalam melaksanakan tugasnya 
Sekretaris Eksekutif dipmvinsi dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan daerah, secara umum stat tersebut 
mempunyai tug as untuk mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa, perencanacSn, monitoring dan evaluasi. 

Untuk memberikan masukan tef':nis pelaksanaan kegiatan kornponen proyek kepada Manajer Proyek dibentuk Tim Review 
Teknis yang terdiri dari perwa kilan uni! bidang terka it, organisasi profes i. Dalam melaksanakan tugasnya tim review teknis 
dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing . 

Pada tingkat provinsi diperlukan sebuah Tirn Review Teknis (TRT) yang bertugas mereview proposal provinsi dan 
kabupaten/kota dan menyusun laporan tahunan. Di tingkat provinsi organisasi proyek tergantung pada kesepakatan dan 
kebutuhan daerah masing-masing. 
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6. Drg. Bulan Rachmadi, M.Kes (Kepala Seksi Bimbingan & Evaluasi Pelayanan Kedokteran Gigi 

Ke luarga) 

7. Rita Kemalawati, MCN (Kasubdit Bina Gizi Mikro, Dir. Bina Gizi Masyare:il<at) 

8. dr. tviary S Maryam, MHA, Ph.D (f\a. Bidang Kemandirian & Distribusi SDM K, Pusrengun SDMK, 

Badan PPSDM Kesehatan) 

9. dr. Penina Regina B, MPHM (Direktorat Bina Kesehatan Anak) 

10. dr. Awi Muliadi Wijaya, MKM (Diraktorat Bin a Kesehatan Anak) 

11 . Dr. Jehezkiel Panjaitan (Dit. Bina Kesehatan Komunitas) 

12. Dr. lmran Agus Nurali, Sp.KO (Dit. Bina Kesehatan Komunitas) 

13. Hari Santoso, SKM, M.Er>id (Ditjen Pernberantasan Penyakit Menular Langs~ng) 

14. Aband ansul Merjani, SKM, MM (Di t. Surveilancc Epidemiologi, lmunisasi dan Kes Matra) 

15. Dr. Lukman H.L, MBA (Dit. Bina Kesehatan lbu) 

16. Wiwiek Pudjiastuti , SKM, M.Kes (Dit. Bina Kesehatan Kerja) 

17. S•Jgito, SKM, M.Kes (Pusat Data & lnformas! Kesehatan) 

18. Dr. Tri sa Wahyuni Putri, M.Kes (Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan) 

19. Ora. Ratnn Nirvvati, Apt, MM (Dit. Bina Obat Publik & Perbekalan Kes) 

20. Nagiot Car.salony Tambunan, SKM, ME (Badan Litbangkes) 

21 . Deviana, SKM, M.Kes (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan) 

22. Drs. Utoko, MBA (Dit. Advokasi dan Pengembangan Komunikasi, BKKBN) 
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
KOORDINATOR PROYEI{ DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN Dl TINGKAT PUSAT 

1. Direktur Proyek/Project Director : 

a. Menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan 
pengarahan Menteri Kesehalan dengan memperhatikan Loan Ag,·eement terkait. 

b. Melakt,;kan hubungan kerja lintas sekloral untuk mendapatkan masukan mengenai ~~ebijaksanaan lintas sektor 
yang diperlukan proyek. 

c. Memberi petunjuk umum yaf1g diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek. 

d. Mengkoordinasikan keserasian kegia tan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan 
kegiatan unit slruktur terkai t. 

e. Menilai kemajuan dan kua l;t<Js secara berkala. 

f. Melaporkan kemajuan proyek keparla Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini 
Bank Pembangunan Asia (ADB) seliap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam Loan Agreement. 

2. Deputi Direktur Proyek/Deputy of Project Director : 

a. Membantu Direktur Proyek dalam menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan 
Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarahan Menteri Kesehatan dengan memperhatikan Loan 
Agreement terkait. 

b. Membantu Direktur Proyek dalam melakukan hubungan kerja lintas sektor untuk mendapatkan masukan · 
mengenai kebijaksanaan linlas sektor yang diperlukan proyek. 

c. Menban!u Direktur Proyek dalam memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan 
proyek. 

d. Membantu Direktur ProyP.k dalam mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan 
program pembangunan dan kegiatar. unit struktural terkai t. 

e. Membantu Dil'ektur Proyek dalam menilai kemajuan dan kualitas secara berkala. 

f. Membantu Di rektur Proyek dalam melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta 
pemberi ,Jinjarnan dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan 
dalam Loan Agreement. 
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3. Manajer Proyek/Project Manager : 

MENTERI KESEHATAN 
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a. Melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh 
Direktur Proyek, terutama menyangkut kesecasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor. 

b. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat. 

c. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, 
khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat te robosan. 

d. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek. 

e. Membantu Direktur Proyek untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek setiap 3 bulan kepada Menteri 
Kesehatan dan Ban~ Pembangunan Asia (ADB}. 

f. Bertanggung jawab otas proses perencanaan ponganggaran, pe laksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek 
dan pengawasan alas kegiatan proyek. 

g. Melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek. 

h. Melakukan koord inasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperluka:1 proyek 
tersedia dalam jumlah yang memadai. 

4. Deputi Manajer Proyek/Deputy of Pmject Manager : 

a. Membantu Manajer Prcyei< dalam melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan 
kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan ke8asama 
lintas program dan lin!as sektor. 

b. Membantu Manajer P:oyek melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegia 1~1 n administrasi proyek yang 
dilaksanakan oleh para Pembuat Komitmen (PK}, dibantu oleh sekretariat proyek. 

c. Membantu Manajer Proyek membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan 
yang diperlukan proyek, khJsusnya untuk mendukung upaya yang bersifat inovatif. 

d. Membantu Manajcr Proyek memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek. 

e. Membantu Manajer Proyek untuk rnempersiapkan laporan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan 
kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek setiap 3 bulan. 

f. Membantu Manajer Proyek melakuka•l evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek. 

g. Mambantu Manajer Proyek melakukan koordinasi antara pusat dan daeral1 untuk memastikan kebutuhan dan,a 
yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai. 
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5. Komite Pengarah Nasional I National Steering Committee : 

a. Menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat 
. Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan Loan Agreement. 

b. Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam lingkup proyek. 

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berclasarkan kemitraan untuk keperluan 
proyek. 

d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan . 
kegiatan unit struktural ter~ait. 

e. Melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala. 

f. Menjamin konsep Proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB 
dengan mitra pembangunar. !ainnya. 

g. Mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama 
berlangsungnya proyek 

6. Komite Pengarah Teknis Pusat I Central Technical Steering Committee: 

a. Memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, 
pelaksanaan, pemantCJuan, dan evaluasi, untuk perkem bangan kemajuan proyek DHS guna mencapa: tujuan 
yang telah ditetapkan 

b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkrordsasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek [.'HS. 

c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melaku lran supervisi yang berhubungan dengan kegiatan proyek 
DHS. 

d. Memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada konsultan, menelaah dan mengevaluasl hasil 
kegiatan proyek, termasuk hasil pekerjaan konsultan. 

e. Menghadiri pertemuan koordinasi seUap 3 bulan (triwulanan) 

7. Tim Review Teknis Pusat I Central Technical Review Team : 

a. Menjabarkan kebijakan tekn is program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya kedalam 
komponen kegiatan proyek 

b. Membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek dipusat dan daerah 

c. Beke~asama dengan pelaksana manajerial (perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan 
barang dan jasa, monitoring dan evaluasi) dalam melaporkan kemajuan dan kesulitan teknis yang dihadapi dalam 
pelaksanaan keg iatan proyek secara berkala, serta mengupayakan pemecahan masaL~h yang i.Jihadapi 

d. Melakukan telaah terhadap prop'osal daerah dan memberi rekomendasi hasil telaah kt:pada Manajer proyek dan 
Direktur proyek DHS. 

e. Membantu daerah didalam pengembangan dan perbaikan proposal daerah 

f. Bekerjasama dengan Koordinator Teknis ditingkat pusat dan konsultan teknis di daerah dalam memberikan 
dukungan teknis pelaksanaan proyek 



3. Manajemen ditingkat Kabupaten/Kota 
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BupatiM'alikota/Bappeda merupakan Direktur Proyek dibanlu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Manajer 
Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer Proyek bertanggung jawab (1) Menyiapkan rencana 
kegiatan tiga tahun kedepan dan (2) Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan 
uang dan akuntasi ditingkat kabupaten. ~ 

Kabupaten/Kota, Bupati harus membentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan 
Kabupaten/Kota, Bappeda, seklor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

4. Tata Ke~a 

Dalam melakukan tugasnya semua pelaku yang dilunjuk dalam manajemen proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi satu dengan yang lain baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. 
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STRUKTUR ORGANISM' ! TINGKAT PUSAT 
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN 

STEERING 
COMMITTEE 

NATIONAL STEERING 
COMMITTEE 

• 

TECHNICAL REVIEW TEAM 
(TIM REVIEW TEKNIS) 

PUSAT 

I 
I 
I 

,,; , ·· 

PROJECT DIRECTOR 
(DIRE KTUR PROYEK) 

DITJEt~ BINA KESEHATAN ~~ii!lm11mlil"B ____ I 
f _ _ _ _ ·'---M-A-SY_A_RA,.-KA.-T_D_EP_K_E_s_R~I 
~ ~~ 

I • ' '~ : 

PROJECT MANAGER 
(MANAJER PROYEK) 

DEPUTY OF PROJECT DIRECTOR 
(DEPUTI DIREKTUR PROYEK) 

DEPUTI BIDANG KELUARGA · 
BERENCANA & KESEHATAN 

REPRODUKSI, BKKBN 
' 

SEKRETARIS DITJEN BINA 
b... I<ESEHATAN MASYARAKA T.~hU!!rvalmBB-··--.. 
Jjl""" DEPKES Rl DEPUTY OF PROJECT MANAGER 

f. ' ' 

(DEPUTI MANAJER PROYEK) 

DIREKTUR REMAJA & 
PERLINDUNGAN HAK·HAK 

REPRODUKSI, BKKBN 

L-- - ---- -- ~ 
EXECUTIVE SECRETARY 

(SEKRET ARIS EKSEKUTIF) ,, 

Keterangan : 

• Komando 

t Lapor 

+• Koordinasi 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI~Bmli!I!I.I:DIII_ .. _ .. 

EXECUTIVE SECRETARY 
(SEKRET ARIS EKSEKUTIF) 

SUB BKKBN 
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STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI 
UNIT KOO RDINASI rROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN 

SUBDIN PROGRAM 

A 
I 
I 
I 

L- - - -- --- -+-

DIREKTUR PROYEK 

BAPPEDA 

MANAJER PROYEK 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

PELAKSANA PROYEK 
PROVINSI 

SEKRET ARIS EKSEKUTIF 
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STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN I KOTA 
UNIT KOORDIN.i\SI PROYEK DES ENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN 

SUBDIN PROGRAM 

A 
I 

I 

~ 

J- - ·- - - - - - ~ - + 

DIREKTUR PROYEK 

BUPATI/WALIKOT N 
BAP P DA 

pL 

"' 

MANAJER PROYEK 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

.~!'-

,. 
1 

PELAKSANA PROYEK 
KABUPATEN 
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STRUKTU R ORGANISASI PROYEK PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN I KOTA 

PUSA t (CPCU) 

PUSAT :\ STEERING 
COMMITTEE .. - - J> 

~~~r;;~~~~y·~~ ''111·.· 

.. 
DITJEN BINKESMAS ~ 

NATIONAL 
STEERING 

COMMITTEE 

TIM REVIEW TEKNIS 
PUSAT 

f 

DEPKES Rl 1
:i 

~.t. - - - - ~ - - ·-

MANAJER PROYEK 
PUSAT 

SESDITJEN 
BINKESMAS 
DEPKES Rl 

SEKRETARIS EKSEKUTIF 
PUSAT 

_ ~ ______ _ • __ - - ~ DEPKES Rl 

L-------~----~ 
L-- ... - ---

PROVINSI 
(PCIU) 

TIM REVIEW TEKNIS 
PROVINSI 

KABUPATEN 
/KOTA 

DISTRICT HEALTH 
COMMITTEE 

.... 
MANAJER PROYEK 

PROVINSI 

; ... - - - - - - - -· + 
'------.,---------J H.t 

::.- - - - - - - - -· 

'-----1 ... ~ 
~ 

MANAJER PROYEK 
KAB/KOTA 

.4~ 

... 
SEKRETARIS EKSEKUTIF 

PROVINSI 

SEKRET ARIS EKSEKUTIF I 
KOORDINATOR 
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